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ABSTRAK 
Fauziah Kahar (B111 12 039). Tinjauan Kriminologis Kejahatan 
Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Di Muka Umum (studi kasus di 
Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014), dibimbing oleh Muhadar selaku 
pembimbing I dan Dara Indrawati selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum di Kabupaten Soppeng dan mengetahui upaya 
aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng. 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, yaitu di Kantor 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Soppeng dan Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng, dengan metode penelitian 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum di kabupaten soppeng yaitu timbulnya emosi sesaat 
pelaku, adanya dendam pelaku terhadap korban, solidaritas antar teman, 
dan dikarenakan oleh pelaku ikut-ikutan melakukan kejahatan tersebut. 
Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan 
yang dilakukan bersama-sama di muka umum adalah faktor psikologis 
dimana penyebab melakukan kejahatan karena berasal dari keinginan 
dalam dirinya sendiri, selanjutnya karena faktor lingkungan dimana 
lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempatnya bergaul bisa 
menjadi faktor yang memengaruhi pelaku untuk melakukan suatu 
tindakan, apabila disuatu lingkungan sekitarnya sering terjadi kejahatan 
maka kemungkinan seseorang dapat melakukan kejahatan itu ada, dan 
faktor pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan sering menjadi 
penyebab terjadinya kejahatan. Upaya aparat penegak hukum dalam 
penanggulangan terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama di 
muka umum di Kabupaten Soppeng dapat dilakukan dengan cara, yakni 
Upaya Preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, 
melakukan patrol, dan operasi kepolisian di tempat-tempat ramai yang dan 
upaya Represif berupa upaya penindakan hukum terhadap para pelaku 
yang terlibat dengan kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama 
dan dilakukan pembinaan permasyarakatan kepada para pelaku 
kejahatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Pasal  1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 atau 
UUD  1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, setiap 
kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas 
hidupnya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang 
ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat terlepas dari 
kehidupan dan kegiatan manusia karena hukum merupakan aturan 
yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. 
Fungsi hukum itu adalah untuk mengatur tindakan-tindakan serta 
hubungan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia 
lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala 
sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum 
adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian 
hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum 
menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan 
perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. 
Adanya hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku 
manusia dapat mendukung diwujudkannya salah satu tujuan 
pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan 
makmur. Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut  
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perlu ditingkatkannya usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, 
kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi seluruh 
masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut 
masih  selalu diwarnai dengan berbagai macam masalah serta 
hambatan-hambatan, salah satunya adalah terjadinya kejahatan yang 
kerap kali timbul ditengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan 
eksistensi kejahatan itu sendiri sebagai salah satu fenomena sosial 
yang terus meningkat. 
Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering 
merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, 
kekerasan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang 
studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi 
kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka 
semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya 
kejaahatan macam ini. 
Kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial. Usaha 
untuk menyelesaikan dan mencari sumber permasalahan harus terkait 
dalam berbagai dimensi dan berbagai aspek. Tindakan kekerasan 
menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan 
bermasyarakat. Kekerasan merupakan salah stau contoh gejala sosial 
yang menandakan adanya kemunduran hubungan antara masyarakat. 
Kekerasan ini sering dikaitkan dengan beberapa fariabel sosiologis, 
jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan.  
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Suatu kejahatan telah diatur dalam Undang-undang dan begitu 
pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai 
tindak pidana ini yang kita kenal sebagai kejahatan terhadap tubuh 
yaitu penganiayaan. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun 
psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh 
karena itu merupakan kejahatan. Disebabkan karena adanya berbagai 
kekerasan diatas, maka kekerasan yang sering terjadi seperti 
pemukulan, kekerasan seksual dan kekerasan fisik lainnya yang 
dilakukan seseorang secara bersama-sama di muka umum sering kali 
mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga 
tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, 
bahkan kematian. Bukan hanya kekerasan fisik saja tetapi kekerasan 
secara psikis juga sering kali terjadi, kekerasan psikis ini tidak jarang 
mengakibatkan korbannya trauma secara psikis, ketakutan, merasa 
terancam, bahkan ada yang mengalami gangguan mental. 
Diantara beberapa kasus, tidak sedikit orang yang melakukan 
kekerasan terhadap orang lain baik itu dilakukan sendiri ataupun 
dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain disebabkan 
beberapa faktor seperti adanya dendam, perasaan dikhianati atau 
sedang dirugikan, perasaan cemburu, berselisih paham, adu 
argumen, dan motif-motif lainnya. Kekerasan seperti ini terjadi baik 
disengaja maupun tidak disengaja.  
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Kekerasan yang sering kali terjadi sekarang ini bukan lagi 
kekerasan yang hanya dilakukan oleh satu orang. Namun, kerap kali 
kita jumpai kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-
sama baik yang dilakukan ditempat tertutup maupun di muka umum.  
Merujuk pada beberapa kasus yang pernah terjadi, pelaku tindak 
pidana kekerasan tidak segan lagi untuk melakukan kekerasan di 
muka umum. Kekerasan yang dilakukan di muka umum ini 
menandakan bahwa tindakan kekerasan bukan lagi hal yang tabu 
dalam masyarakat dan dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh 
karena itu untuk memahami permasalahan kekerasan harus diketahui 
pengertian akan kompleksitas permasalahan kekerasan tersebut. 
Bukan itu saja,  untuk mengetahui kekerasan itu terjadi kita perlu 
melihat latar belakang terjadinya kekerasan tersebut. 
Bertolak pada persoalan diatas, maka penulis  tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi) 
dengan judul: “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang 
Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Di 
Kabupaten Soppeng Tahun 2011 s/d Tahun 2014)” sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 
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B. Rumusan Masalah 
Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tidak kabur 
dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu 
dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, permasalahan-
permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan 
agar memudahkan penelitian. Adapun permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian yaitu : 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di 
Kabupaten Soppeng? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam 
penanggulangan terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum di Kabupaten Soppeng? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Merujuk pada rumusan masalah diatas maka adapun tujuan 
dan kegunaan dari penelitian yaitu: 
1. Tujuan Penelitian: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
umum di Kabupaten Soppeng. 
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b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam 
penanggulangan terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum di Kabupaten Soppeng. 
2. Kegunaan Penelitian : 
a. Kegunaan teoritis, yakni diharapkan dapat berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan 
acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin 
mengetahui lebih jauh berhubungan dengan tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum, hal-
hal yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasaan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum, serta upaya apa yang 
dilakukan untuk menanggulagi tindak pidana kekerasan pada 
umumnya dan tindak pidana kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum pada khususnya. 
b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat 
mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk 
kepentingan penegakan hukum, dan dapat menjadi acuan dan 
perbandingan bagi pihak yang akan meneliti masalah-masalah 
kekerasan tentang faktor-faktor penyebab seseorang 
melakukan kekerasan baik itu dilakukan sendiri maupun 
dilakukan secara bersama-sama, serta diharapkan dapat 
mempengaruhi upaya penanganan kasus kekerasan yang 
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dilakukan secara bersama-sama di muka umum secara efektif, 
guna menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman baik 
dalam lingkup keluarga maupun lingkup sosial masyarakat.  
8 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. 
Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis  (Santoso 
dan Zulfa, 2009:9), secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang 
berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. Untuk lebih mendalami pengertian dari 
kriminologi itu sendiri, terdapat beberapa pendapat ahli tentang 
kriminologi sebagai berikut : 
Kriminologi menurut W.A. Bonger  (A.S Alam, 2010:2) 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya.  
Kriminologi menurut J. Constant  (A.S Alam, 2010:2) adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Noach  (Santoso & Zulfa, 2009:12) merumuskan kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perbuatan 
tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku 
jahat dan perbuatan tercela itu. 
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Wood  (Santoso dan Zulfa, 2009:12) berpendirian bahwa 
istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dalam 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
Mennheim (1965) membedakan kriminologi dalam arti 
sempit dan arti luas  (Atmasasmita, 2005:19). Dalam arti sempit, 
mempelajari kejahatan. Dalam arti luas, mempelajari penologi dan 
metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah 
prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat nonpunit (tidak 
dihukum). 
Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari 
tentang kejahatan sebagai suatu masalah sosial dalam masyarakat 
dalam berinteraksi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang 
kejahatan, sebab-sebab orang melakukan kejahatan, pelaku 
kejahatan, dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut. 
 
Setelah membahas dan memahami apa yang dimaksud 
dengan kriminologi selanjutnya kita akan membahas mengenai 
skop kriminologi atau ruang lingkup kriminologi. Menurut Bonger  
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(Santoso dan Zulfa, 2001:9-10) membagi kriminologi menjadi 
kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut: 
1. Kriminologi Murni 
a. Antropologi kriminil 
Antropologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang  jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini 
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 
dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. 
Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan dan seterusnya. 
b. Sosiologi kriminil 
Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. pokok 
persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai 
di muka letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
c. Psikologi kriminil 
Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil 
Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
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e. Penologi 
Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan 
berkembangnya hukuman. 
2. Kriminologi Terapan 
a. Higiene kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan 
pemerintah untuk menerapkan  undang-undang, sistem 
jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-
mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
b. Politik kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu 
kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang 
melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi 
maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 
keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 
semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. 
c. Kriminalistik 
Kriminalistik (police scientific) yang merupakan ilmu 
tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan. 
Menurut Sutherland  (Santoso dan Zulfa, 2009:11) 
kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 
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pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu: 
1. Sosiologi Hukum 
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang 
dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan 
bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di 
sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana). 
2. Etiologi Kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan 
merupakan kajian yang paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan 
tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan 
dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun 
preventif. 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
menempatkan kejahatan di dalam buku kedua, tetapi tidak ada 
yang menjelaskan mengenai apa yang disebut kejahatan. 
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Kejahatan dalam bahasa Belanda yaitu rechtsdelict atau 
delicten, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang 
dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti 
membunuh, melukai orang, mencuri, dan sebagainya  (Teguh 
Prasetyo, 2011:58). 
Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai 
kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu 
sanksi. Bonger  (Santoso dan Zulfa, 2010:14) menyatakan 
bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara 
sadar mendapatkan reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum 
mengenai kejahatan. 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku 
manusia yang diciptakan oleh masyarakat. walaupun 
masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-
beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang 
memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena 
adanya sistem kaedah dalam masyarakat  (Santoso dan Zulfa, 
2010:15). 
Wirjono Prodjodikoro  (2003:33) dalam bukunya Asas-
asas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa kejahatan 
atau Misdrijf berarti suatu perbuatan yang tercela dan 
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berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada 
perbuatan melanggar hukum. 
Menurut Memorie van Toelichting atau M.v.T  (A. Fuad 
Usfa, 2006:50-51) dikatakan bahwa kejahatan adalah 
rechsdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, 
tetapi dirasakan sebagai onrecht (tidak sesuai hukum), sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum 
Pidana  (2008:81) menyebutkan kejahatan merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berat 
oleh undang-undang. 
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa 
adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang 
mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah 
pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain-lain yang 
dilakukan oleh manusia. Memperhatikan rumusan-rumusan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jelas 
bahwa yang dimaksud kejahatan adalah semua perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang 
disebut dalam KUHP  (Soedjono D., 1976:30). 
Pengklasifikasian terhadap perbuatan-perbuatan 
manusia yang dianggap sebagai kejahatan tentunya didasarkan 
15 
 
atas sifat dari pada perbuatan-perbuatan tersebut yang 
lazimnya sangat merugikan masyarakat. Sehingga, Paul 
Moedikdo Moeliono merumuskan kejahatan adalah 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, 
dan tidak boleh dibiarkan  (Soedjono D., 1976:31). 
Terdapat beberapa pendapat ahli tentang kejahatan, 
yaitu  (Muhadar, 2006:26): 
1) Menurut Sutherland, bahwa ciri pokok dari kejahatan 
yakni perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena 
merupakan perbuatan yang merugikan negara dan 
terhadap perbuatan itu negara bereaksi  dengan pidana 
sebagai upaya pamungkas. 
2) Menurut Richard Quiney, bahwa kejahatan adalah suatu 
rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh 
alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang 
secara politis terorganisasi, dengan begitu kejahatan 
adalah sesuatu yang diciptakan. 
3) Menurut Thorstein Sellin, bahwa kejahatan adalah 
pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus 
terkandung di dalam hukum.  
Walaupun batasan pengertian tentang kejahatan itu 
berbeda tetapi secara umum, dapat disimpulkan bahwa, 
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kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup manusia, 
merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercela 
dan melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, 
sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus  
(Muhadar, 2006:26). 
Kejahatan juga dapat dilihat dari dua sudut pandang, 
yaitu  (A. S. Alam, 2010:16-17): 
1) Sudut pandang hukum 
Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang 
perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundangan pidana 
maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
2) Sudut pandang masyarakat 
Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup di dalam masyarakat. 
Melihat beberapa penjelasan tentang kejahatan maka 
dapat disimpulkan bahwa, kejahatan adalah segala bentuk 
perbuatan manusia yang tidak terpuji atau tidak baik atau 
melanggar norma-norma atau aturan-atauran baik itu aturan 
dalam hukum pidana maupun aturan yang hidup dalam 
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masyarakat dengan perbuatan tersebut dapat merugikan 
bangsa dan atau negara. 
2. Unsur-unsur Pokok Kejahatan 
Untuk menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan 
ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
terpenuhi, yaitu: 
1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Harus ada perbuatan 
4) Harus ada maksud jahat 
5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6) Harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan 
7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
  
C. Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-Sama di Muka 
Umum. 
1. Ketentuan kejahatan kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama di muka umum. 
Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 
termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum 
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sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:  
“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 
barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun enam bulan”. 
Berdasarkan pasal di atas, maka jelas bahwa pada pasal 
ini telah mengatur tentang kejahatan kekerasan terhadap orang 
atau barang yang dapat mengakibatkan luka atau kerusakan. 
2. Unsur-unsur kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum. 
a. Melakukan kekerasan 
Dalam pasal ini yang dilarang yaitu melakukan 
kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Misalnya, 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. 
Disamakan melakukan kekerasan dalam pasal 89 yaitu 
membuat seseorang jadi pingsan atau tidak berdaya 
(Soesilo, 1995:98). 
Kekerasan yang dilakukan dalam hal ini biasanya terdiri 
dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat 
pula kurang dari itu. Sudah cukup bila orang-orang 
melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau 
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membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan, 
meskipun tidak ada maksudnya untuk menyakiti orang atau 
merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini 
yaitu merupakan kekerasan sebagai tujuannya bukan 
dengan tujuan atau maksud lainnya (Soesilo, 1995:147). 
b. Bersama-sama 
Kekerasan dalam pasal ini harus dilakukan secara 
bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau 
lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-
benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut 
dikenakan pasal ini (Soesilo, 1995:147). 
Rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana 
orang berkesimpulan bahwa dalam tindak pidana hanya ada 
seorang pelaku yang akan dikenakan hukum pidana. Sering 
terjadi dalam praktek lebih dari satu orang terlibat dalam 
peristiwa tindak pidana. Disamping pelaku ada seorang atau 
lebih yang turut serta  (Wirjono Prodjodikoro, 2009:117). 
c. Terhadap orang atau barang 
Kekerasan harus ditujukan kepada orang atau barang. 
Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. 
Dalam Pasal 170 KUHP tidak membatasi bahwa orang atau 
barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik 
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sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan 
terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau 
barangnya sendiri sebagai tujuan. berbeda jika 
menggunakan diri sendiri atau barang sendiri sebagai alat 
atau daya-upaya untuk mencapai suatu hal (Soesilo, 
1995:147). 
d. Di muka umum atau terang-terangan 
Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum karena 
kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan 
kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya bahwa 
ditempat dimana publik dapat melihatnya (Soesilo, 
1995:147). 
Secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara 
bersembunyi. Jadi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila 
tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat 
melihatnya  (Wirjono Projodikoro, 2010:165). 
 
D. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori 
penyebab terjadinya kejahatan, A.S. Alam  (2010) dalam bukunya 
Pengantar Kriminologi melihat teori penyebab kejahatan dari 
perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis. 
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1. Perspektif Biologis 
Teori born criminal dari Cesare Lamborso (1835-1909) 
lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi 
manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan 
Rafaele Gorofalo, Lamborso membangun suatu orientasi 
baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari 
penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen 
dan penelitian ilmiah  (A.S. Alam, 2010:35). 
Berdasarkan penelitiannya, Lamborso 
mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu 
(A.S. Alam, 2010:36): 
a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan doktrin 
atavisme. Doktrin atavisme menurut Lamborso  (A.S. 
Alam, 2010:35) membuktikan adanya sifat hewani yang 
diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat 
muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang 
memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 
b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai 
hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang 
menganggu kemampuan mereka untuk membedakan 
antara benar dan salah. 
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c. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-
menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 
d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau 
karena kehormatan. 
2. Perspektif Psikologis 
a. Teori psikoanalisis 
Teori psikoanalisis tentang kriminalitas 
menghubungkan delinquent dan prilaku kriminal dengan 
suatu conscience  (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat 
sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu 
lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-
dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhi segera  (A.S. Alam, 2010:40). 
Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari 
psychoanalysis  (A.S. Alam, 2010:40), berpendapat 
bahwa kriminalitas memungkinkan hasil dari on 
overactive consience yang menghasilkan perasaan 
bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. 
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Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan 
mereda. 
b. Kekecauan mental (mental disorder) 
Mental disorder pada dewasa ini disebut juga 
psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai 
oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, 
kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa 
bersalah (A.S Alam, 2010:41). 
c. Pengembangan moral (development theory) 
Psikolog Lawrence Kohlberg  (Santoso dan Zulfa, 
2009:53), pioner dari teori perkembangan moral, 
menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga 
tahap, yaitu: 
1) Preconventional stage atau tahap pra-
konvensional, disini diatur moral dan nilai-nilai 
moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan 
untuk menghindari hukuman. 
2) Conventional level atau tingkat konvensional, 
remaja biasanya berfikir pada tingkat ini dimana 
seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-
nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka 
lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu. 
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3) Postconvention level atau tingkatan 
poskonvensional, tingkatan ini individu-individu 
secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan 
aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan 
mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip 
moral, dan kewajiban-kewajiban. 
Joan McCord  (A.S. Alam, 2010:43) berdasarkan 
studi terhadap 201 orang menyimpulkan bahwa variabel 
kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, 
konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, 
kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan 
dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau 
harta kekayaan.  
d. Pembelajaran sosial (sosial learning theory) 
Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi 
ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada 
beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain  
(A.S. Alam, 2010:44-45): 
1) Observational learning 
Tokoh utama teori ini Albert Bandura 
berpendapat bahwa individu-individu mempelajari 
kekerasan dan agresi melalui behavioral medeling. 
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Anak belajar bagaimana bertingkah laku dengan 
ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang 
terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan 
media massa. 
2) Direct experience 
Patterson dan kawan-kawannya  (A.S. Alam, 
2010:44) melihat bahwa pengalaman anak-anak 
yang bermain secara pasif sering menjadi korban 
anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak 
tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan 
balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini 
belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka 
memulai perkelahian. 
3) Differential association reinforcement 
Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah 
laku kriminal tergantung apakah ia diberi 
penghargaan atau hukuman. Jika tingkah laku 
kriminal mendatangkan hasil positif atau 
penghargaan, maka ia akan terus bertahan. 
3. Perspektif Sosiologis 
Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori 
sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 
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angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu (A.S Alam, 
2010:45): 
1) Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan) 
 Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-
1917), menekankan pada “normlessness, lessens 
social control” yang berarti mengendornya 
pengawasan dan pengendalian sosial yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, 
yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri 
dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi 
konflik norma dalam pergaulan (A.S. Alam, 2010:47). 
Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang 
sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis 
yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. 
Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang 
dalam pergaulan masyarakat (A.S. Alam, 2010:48). 
2) Cultural deviance (penyimpangan budaya) 
Teori penyimpangan budaya memusatkan 
perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang 
menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
Cultural deviance theory memandang kejahatan 
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sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower 
class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai 
kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-
daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan 
hukum-hukum masyarakat (A.S. Alam, 2010:54). 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories 
adalah : 
(1) Social disorganization theory, memfokuskan diri 
pada perkembangan area-area yang angka 
kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi  (Santoso 
dan  Zulfa, 2009:67). 
(2) Differential association theory, memegang 
pendapat bahwa orang belajar melakukan 
kejahatan sebagai akibat hubungan dengan 
nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-
pola tingkah laku kriminal  (Santoso dan Zulfa, 
2009:68). 
(3) Culture conflict theory, menegaskan bahwa 
kelompok-kelompok yang berlainan belajar 
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aturan yang mengatur tingkah laku yang 
berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu 
kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-
aturan konvensional kelas menengah  (Santoso 
dan Zulfa, 2009:68). 
Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat 
pada kenyataannya menyesuaikan diri, bukan pada 
nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang 
menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan yaitu 
kelas menengah (Santoso dan Zulfa, 2009:68). 
3) Social control (kontrol sosial) 
Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada 
teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur 
tingkah laku manusia dan membawanya kepada 
penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 
masyarakat  (Santoso dan Zulfa, 2009:87). 
Albert J. Reiss, Jr adalah salah satu tokoh dari 
teori kontrol sosial. Pada tahun (1951) Albert J. Reiss, 
Jr., telah menggabungkan konsep tentang kepribadian 
dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran 
Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. 
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Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu  (A.S. 
Alam, 2010:62): 
Personal control (internal control) adalah 
kemampuan seseorang untuk menahan diri 
untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara 
melanggar norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan social control (external control) adalah 
kemampuan kelompok sosial atau lembaga-
lembaga di masyarakat untuk melaksanakan 
norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 
Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan 
perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang 
menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini 
berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 
saling berhubungan. Para penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti 
seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas 
menengah, yakni adanya anggapan bahwa bilai budaya 
terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena 
orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana 
yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, 
bidang usaha yang maju, mereka menjadi frustasi dan 
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beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Teori 
penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari 
kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, 
yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah  
(A.S. Alam, 2010:46). 
4. Teori-teori dari pespektif lainnya 
Para kriminologi dari perspektif ini beralih dari dari teori-
teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada 
sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka berusaha 
menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena 
cacat atau kekurangan internal tetapi karena apa yang 
dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, 
khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan 
pidana  (Santoso dan Zulfa, 2009:97). 
a. Labeling theory 
Para penganut teori ini memandang para kriminal 
bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat 
dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi 
mereka adalah individu-individu yang sebelumnya 
pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem 
peradilan pidana maupun masyarakat secara luas  
(Santoso dan Zulfa, 2009:98). 
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b. Conflict theory 
 George B.Vold (1896-1967)  (Santoso dan Zulfa, 
2009:106) adalah orang pertama yang menghubungkan 
teori konflik dengan kriminologi. Menurut pendapatnya, 
individu-individu terkait bersama dalam kelompok 
karena mereka social animals dengan kebutuhan-
kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan 
kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia 
akan terus hidup, tapi jika tidak maka kelompok lain 
akan mengambil alih. 
c. Radical (critical) criminology 
Meskipun memiliki kesamaan dengan teori konflik 
khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh 
yang berkuasa untuk melindungi kepentingan-
kepentingannya, tetapi para penganut critical atau 
radical ini berbeda pendapat dalam hal kuantitas dari 
kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. 
Bagi mereka, hanya ada satu segment yang 
mendominasi, yaitu the capitalist ruling class, yang 
menggunakan hukum pidana untuk memaksakan 
moralitasnya kepada semua orang di luar mereka 
dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan 
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mereka dan mendefinisikan  setiap perbuatan yang 
mengancam status quo ini sebagai kejahatan  (Santoso 
dan Zulfa, 2009:108-109). 
E. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari 
kehidupan bersama. Oleh sebab itu para ahli hukum selalu 
berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan 
tersebut. Penanggulangan kejahatan empirik (A.S. Alam, 2010:79-
80) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
a. Pre-Emtif 
Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini 
adalah upaya–upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nila/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
ada kesempatan untuk melakukan/pelanggaran tapi tidak 
ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat 
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara ini 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + 
Kesempatan terjadinya kejahatan. 
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b. Preventif 
Upaya-upaya prenventif ini adalah merupakan tindak 
lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran 
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dulakukannya kejahatan. 
c. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Menentukan lokasi penelitian sangatlah perlu untuk dilakukan 
dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini. Dalam penulisan 
skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Soppeng. 
Yaitu di Kepolisian Resort Kabupaten Soppeng dan Rumah 
Tahanan Kelas 2B Watansoppeng. Dipilihnya lokasi penelitian 
tersebut berdasarkan pertimbangan substansi yang tentunya 
relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan 
skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 
2 (dua) yakni:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat 
dalam penelitian ini yaitu data yang langsung diperoleh dari 
tempat melakukan penelitian dan hasil yang didapat melalui 
wawancara dari pihak-pihak yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam 
tulisan ini, seperti polisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan 
objek masalah. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam 
sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, kamus, literatur 
perundang-undangan, internet, majalah, dan lain-lain yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini.  
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan 
penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui:  
1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka 
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 
penelitian. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis mengumpulkan 
data dan membaca berbagai buku dan literature yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan 
 Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Interaksi yang 
dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkompeten guna untuk 
memperoleh data. 
36 
 
D. Analisis Data 
Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data 
sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif dan 
kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan 
data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya 
diberi penafsiran dan kesimpulan. 
Analisis kuantitatif yaitu data yang diperoleh, dibuat dalam 
bentuk tabulasi dan diberikan deskriptif persentase dengan rumus: 
P = F ∕ N x 100% 
Keterangan: 
P = Persentase 
F = Frekuensi 
N = Jumlah Frekuensi 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan yang 
Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum Di Kabupaten Soppeng. 
Sebelum berbicara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di 
muka umum di Kabupaten Soppeng, ada baiknya terlebih dahulu kita 
mengetahui perkembangan kejahatan kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng yang terjadi 
dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 
Untuk mengetahui perkembangan kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng 
dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2011 
sampai dengan tahun 2014. Maka penulis melakukan penelitian di 
instansi penegak hukum untuk mendapatkan data tentang kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di 
Kabupaten Soppeng. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi penegak hukum 
yaitu kantor Kepolisian Resort Soppeng dapat dikemukakan bahwa, 
jumlah kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di 
muka umum di Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 sampai dengan 
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tahun 2014 yaitu 19 Kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 
berikut: 
Tabel 1: 
Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan 
Bersama-sama Di Muka Umum Di Kabupaten Soppeng Tahun 
2011 s/d Tahun 2014 
Tahun Frekuensi Persentase 
2011 6 31 
2012 7 37 
2013 2 11 
2014 4 21 
Jumlah 19 100 
 Sumber: Kepolisian Resort Soppeng tahun 2016 
Grafik 1: 
Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-
sama Di Muka Umum Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011 s/d 
Tahun 2014 
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Tabel dan grafik 1 (satu) di atas menunjukkan bahwa jumlah 
kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
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umum di Kabupaten Soppeng dalam rentang waktu tahun 2011 
sampai dengan tahun 2014 yaitu terdapat 19 kasus. Pada tahun 2011 
terdapat 6 (enam) kasus atau 31% dari total kasus yang ada pada 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2012 dapat dilihat 
pada tabel 1 (satu) dan grafik 1 (satu) terjadi peningkatan jumlah 
kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
umum yaitu  terdapat 7 (tujuh) kasus atau 37% dari total kasus yang 
ada pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2013 
dilihat pada tabel 1 (satu) dan grafik 1 (satu) terjadi penurunan jumlah 
kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
umum yaitu terdapat 2 (dua) kasus atau 11% dari total kasus yang 
ada pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dan pada tahun 
2014 dilihat pada tabel 1 (satu) dan grafik 1 (satu) terjadi peningkatan 
jumlah kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di 
muka umum yaitu terdapat 4 (empat) kasus atau 21% dari total kasus 
yang ada pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku 
kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di 
Kabupaten Soppeng di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng, ada 34 pelaku kejahatan kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum yang mengnuhi Rumah Tahanan Kelas 
IIB Watansoppeng pada tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2: 
Data Umur Pelaku Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-
sama Di Muka Umum Di Kabupaten Soppeng yang menghuni 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng pada tahun 2011-
2014 
Umur Frekuensi Persentase 
16-25 tahun 26 76 
26-40 tahun 6 18 
41-60 tahun 2 6 
Jumlah 34 100 
Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng, 2016 
Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 2 di atas dapat dilihat 
bahwa yang melakukan kejahatan kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng berumur 16-25 
tahun sebanyak 26 orang atau 76% dari jumlah keseluruhan pelaku 
yang ada, 26-40 tahun sebanyak 6 (enam) orang atau 18% dari 
jumlah pelaku yang ada, dan  41-60 tahun  sebanyak 2 (dua) orang 
atau 6% (enam persen) dari jumlah pelaku yang ada. Hal ini 
menandakan bahwa kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-
sama di muka umum di Kabupaten soppeng pada tahun 2011-2014 
dilakukan oleh orang dewasa dan pelaku paling dominan yaitu dalam 
rentan umur 16-25 tahun yang mencapai hingga 76% dari jumlah 
pelaku yang menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng. 
Selain data yang dipaparkan di atas, berdasarkan hasil penelitian 
penulis, maka diperoleh pula data mengenai tingkat pendidikan yang 
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merupakan salah satu faktor pendorong orang melakukan kejahatan. 
Tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi tingkah laku, 
terutama integritasnya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu 
penting untuk memaparkan tingkat pendidikan pelaku kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yang 
menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng yang 
dijabarkan sebagai berikut: 
Tabel 3: 
Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Kekerasan yang 
Dilakukan Bersama-sama Di Muka Umum Di Kabupaten Soppeng 
yang menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
tahun 2011-2014 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
SD 11 32 
SMP 8 24 
SMA 15 44 
Jumlah 34 100 
Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng, 2016 
Melihat data tingkat pendidikan pelaku kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum di atas dapat dilihat bahwa 
pelaku yang tingkat pendidikannya berada pada tingkat SD (Sekolah 
Dasar) yaitu  11 orang atau 32%, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
yaitu 8 orang atau 24%, dan SMA (Sekolah Menengah Atas) yaitu 15 
orang atau 44%. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pelaku yang 
paling doiminan yaitu pada tingkatan SMA yang mencapai 44%. 
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Sedangkan, pada tingkatan SMP merupakan yang paling sedikit yaitu 
24%. 
 Setelah memaparkan data terkait kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng, 
selanjutnya penulis akan memaparkan faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya kejahatan tersebut. 
Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa kekerasan 
merupakan salah satu permasalahan sosial. Usaha untuk 
menyelesaikan dan mencari sumber permasalahan harus terkait 
dalam berbagai dimensi dan berbagai aspek. Tindakan kekerasan 
menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan 
bermasyarakat. Kekerasan merupakan salah satu contoh gejala sosial 
yang menandakan adanya kemunduran hubungan antara masyarakat. 
Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan kekerasan sebagai 
salah satu masalah sosial, perlu diketahui apakah yang menjadi 
faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. 
Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan beberapa 
pelaku kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
umum yang masih menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng didapat faktor yang menyebabkan pelaku melakukan 
kejahatan tersebut, yaitu sebagai berikut: 
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1. ZD, 20 Tahun (wawancara tanggal 26 Januari 2016) 
Faktor penyebab yang mendorong responden melakukan 
kejahatan kekerasan ini yaitu diawali dengan responden yang 
dalam keadaan mabuk menegur korban yang juga dalam keadaan 
mabuk yang sedang berjoget bersama di tempat hiburan, 
responden menegur korban dikarenakan korban menyenggol 
responden namun korban tidak mengindahkan teguran responden 
sehingga responden merasa marah dan emosi lalu memukul 
korban. 
2. TB, 26 Tahun (wawancara tanggal 26 Januari 2016) 
Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini 
dikarenakan responden merasa harus membantu temanya dimana 
temannya dalam hal ini yaitu ZD (responden pertama) yang 
menurutnya tindakan yang dilakukan itu merupakan bentuk dari 
solidaritasnya terhadap temannya. Dalam kondisi ini TB juga 
berada dalam keadaan mabuk setelah mengomsumsi minuman 
keras bersama teman-temannya di tempat hiburan tersebut. 
3. SF, 34 Tahun (wawancara tanggal 26 Januari 2016) 
Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan 
kekerasaan ini yaitu responden berada pada lokasi dimana terjadi 
kekerasan yang dilakukan oleh kedua temannya yaitu ZD 
(responden pertama) dan TB (responden kedua). Melihat situasi 
dan kondisi yang terjadi responden pada awalnya berniat untuk 
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meninggalkan lokasi tersebut namun karena dihadang oleh korban 
lalu dipukul sehingga responden merasa marah dan memukul balik 
korban dan memutuskan untuk ikut membantu kedua temannya. 
4. AP, 18 Tahun (wawancara 26 Januari 2016) 
Faktor yang mendorong responden melaku kejahatan 
kekerasan ini yaitu dikarenakan responden merasa dendam kepada 
korban dikarenakan oleh korban melaporkan responden kepada 
orang tua responden bahwa responden sedang minum minuman 
keras disuatu tempat.  
5. AA, 47 Tahun (wawancara 26 Januari 2016) 
Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini 
yaitu berawal pada keponakan responden (AP) mengajaknya untuk 
mengikutinya menuju kerumah korban untuk membalaskan dendam 
keponakan responden kepada korban. 
6. HN, 33 Tahun (wawancara 26 Januari 2016) 
Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini 
yaitu responden ikut-ikutan bersama dengan AP dan AA melakukan 
kejahatan dimana AP dan AA merupakan keluarga responden 
sendiri. 
Berdasar pada wawancara penulis dengan responden yang 
menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng di atas 
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ditemukan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum 
yaitu faktor emosi sesaat, adanya dendam, solidaritas antar teman, 
dan faktor ikut-ikutan.  
Tabel 4: 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan yang 
Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum 
No. Faktor Frekuensi Persentase 
1. Emosional 4 67 
2. Ikut-ikutan 2 33 
Jumlah 6 100 
Sumber: Hasil Wawancara Dengan Pelaku, tahun 2016 
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat persentase dari faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum yaitu faktor emosional 
dengan frekuensi 4 (empat) orang atau sebesar 67%, dan faktor ikut-
ikutan dengan frekuensi 2 (dua) orang atau sebesar 33%. 
Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum 
berdasarkan hasil wawancara dengan responden: 
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1. Emosional 
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
kekerasan yaitu adanya gangguan emosional menunjuk 
kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah 
sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam 
dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminil 
yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. 
Emosional seseorang akan mudah terpancing ketika 
seseorang tidak dapat menahan amarahnya yang dapat 
disebabkan oleh tingkah laku yang dapat mengganggu atau 
memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga 
ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja 
menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kekerasan. 
Melihat hasil wawancara bersama responden dapat dilihat 
beberapa responden melakukan kejahatan kekerasan tersebut 
dalam keadaan mabuk, sehingga salah satu penyebab 
seseorang tidak dapat mengontrol amarah mereka yaitu ketika 
seseorang berada dalam keadaan tidak sadar atau berada 
dalam pengaruh minuman beralkohol.  
Salah satu faktor emosional yang sering menjadi 
pendorong seseorang melakukan kekerasan yaitu adanya 
dendam terhadap korban, dapat dilihat dari hasil wawancara 
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dengan responden salah satu diantaranya melakukan 
kejahatan kekerasan tersebut dikarenakan faktor adanya 
dendam terhadap korban. Hal ini terjadi karena adanya suatu 
konflik antara responden dan korban, dimana responden 
merasa dirugikan atau tidak terima terhadap apa yang telah 
dilakukan oleh korban sehingga muncul rasa dendam terhadap 
korban. 
Salah satu yang termasuk faktor emosional lainnya yaitu 
rasa solidaritas antar teman, dimana dalam suatu masyarakat, 
solidaritas terhadap keluarga, masyarakat sekitar, ataupun 
sesama teman perkumpulan sangat tinggi.  Ketika salah satu 
anggota dalam suatu kelompok-kelompok masyarakat 
mengalami kecelakaan, kesulitan, maka anggota dalam 
kelompok-kelompok tersebut akan membantu teman yang 
mengalami kesulitan atau kesusahan.  
Pada kasus yang ada, seseorang melakukan kekerasan 
yang dilakukan bersama-sama dilakukan di muka umum 
disebabkan karena faktor solidarisme yang tinggi terhadap 
sesama teman atau kelompoknya. Sama halnya dengan yang 
dilakukan oleh salah responden yang melakukan kekerasan 
tersebut dikarenakan rasa solidaritas terhadap temannya. 
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2. Ikut-ikutan 
Salah satu faktor lainnya seseorang melakukan kejahatan 
kekerasan yaitu karena ikut-ikutan. Hal ini dipengaruhi oleh 
faktor sosiologis atau faktor lingkungan sekitar seseorang. 
Dimana seseorang ikut-ikutan melakukan sesuatu ketika 
seseorang berada dalam situasi atau kondisi tertentu yang 
memungkinkan seseorang ikut-ikutan dalam situasi atau 
kondisi tersebut. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara 
dengan responden dimana responden berada dalam situasi 
atau kondisi yang menyebabkan mereka ikut-ikutan dalam 
situasi atau kondisi tersebut. 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum berdasarkan 
pada hasil wawancara dengan KANIT 3 SAT RESKRIM RESORT 
SOPPENG IBDA Irwandi yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan 
faktor pendidikan. 
Berikut penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum, 
yaitu: 
1. Faktor Psikologis 
Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan 
yang dilakukan bersama-sama di muka umum adalah faktor 
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psikologis para pelaku itu sendiri dalam hal mengontrol diri. Pada 
umumnya, seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang 
dikarenakan kurangnya kontrol diri yang ditandai dengan cepatnya 
seseorang untuk marah sehingga menyebabkan emosi yang tidak 
dapat lagi untuk dikontrol.  
Berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan yang 
telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu dilihat dari perspesktif 
psikologis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
tersebut dikarenakan pelaku begitu lemah sehingga tidak dapat 
mengontrol diri akan perasaan marah karena dendam terhadap 
korban sehingga pelaku tidak menerima apa yang telah terjadi 
padanya sehingga pelaku merasa bahwa ia harus membalaskan 
dendamnya tersebut untuk mencapai apa yang ia inginkan.  
Menurut Kanit 3 Sat Reskrim Resort Soppeng IBDA Riswandi, 
bahwa dari segi faktor psikologis pelaku yang mempengaruhi 
terjadinya kejahatan kekerasan itu yaitu adanya pengaruh minuman 
keras dimana pelaku tidak dapat mengontrol dirinya akan minuman 
keras sehingga gampang terpancing dan mempengaruhi pula 
emosi dari diri pelaku. 
2. Faktor Lingkungan 
Menurut Kanit 3 Sat Reskrim IBDA Irwandi, bahwa faktor 
lingkungan yang memperngaruhi terjadinya suatu kejahatan 
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kekerasan yang dilakukan bersama-sama ini disebabkan juga 
adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk 
kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu 
perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam kelompok 
tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara di atas, hal tersebut sesuai 
dengan teori social control dimana dalam teori ini memfokuskan diri 
pada strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 
membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-
aturan dalam kelompok masyarakat. 
3. Faktor Pendidikan 
Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
sikap dan prilaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga 
maupun lingkungan pergaulannya. Faktor pendidikan formal yang 
rendah mempengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk 
membedakan hal yang dilarang maupun hal yang boleh dilakukan. 
Karena dalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang 
tidak dapat didapatkan diluar pendidikan formal.  
Menurut Kanit 3 Sat Reskrim IBDA Irwandi, faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya kejahatan baik itu secara umum maupun 
kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum 
yaitu faktor pendidikan yang rendah yang dikarenakan oleh 
51 
 
seseorang putus sekolah. Sehingga menurutnya faktor pendidikan 
juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 
suatu kejahatan kekerasan. 
Jadi, hubungan antara kejahatan kekerasan yang terjadi dengan 
faktor pendidikan adalah karena seseorang atau kelompok  
kurangnya mendapatkan suatu pendidikan baik itu pendidikan 
formal maupun pendidikan di sekitar lingkungannya maka 
seseorang tidak tau apa yang dilakukannya dan apa dampak dari 
apa yang telah dilakukakannya. Sehingga dirasa perlu adanya 
pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk-
bentuk kejahatan. 
 
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan 
Terjadinya Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Muka 
Umum Di Kabupaten Soppeng. 
Setelah melihat kasus-kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum yang terjadi di Kabupaten Soppeng, 
maka perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan agar kasus 
seperti ini tidak terulang lagi atau bahkan tidak terjadi lagi. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KASAT RESKRIM 
POLRES SOPPENG, AKP Amrin A. T, S.H., M.H pada tanggal 21 
Januari 2016 mengatakan bahwa kasus kejahatan kekerasan yang 
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dilakukan bersama-sama di muka umum bukan merupakan kasus 
yang paling sering terjadi di Kabupaten Soppeng, tetapi kasus seperti 
ini tetap harus dilakukan upaya untuk menaggulanginya. Upaya-upaya 
tersebut adalah: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian 
ataupun pihak-pihak aparat hukum lainnya dalam menanggulangi 
kejahatan baik itu kejahatan secara umum maupun kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum secara 
khusus sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri, dengan kata lain 
upaya  yang dilakukan ini merupakan upaya pencegahan sejak dini 
oleh aparat penegak hukum. Adapun upaya-upaya preventif 
menurut AKP Amrin A. T, S.H., M.H yaitu: 
1. Bantuan dari BINMAS (Bina Bantuan Masyarakat) Polres 
Soppeng dengan melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat di tempat-tempat yang dianggap rawan 
terjadinya kejahatan kekerasan terkhususnya kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum, 
dan; 
2. Bantuan dari SABHARA (Samapta Bhayangkara) dengan 
melakukan patrol dan operasi kepolisian di tempat-tempat 
ramai seperti di pasar-pasar dan di tempat-tempat hiburan. 
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2. Upaya Represif. 
Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana, maka 
yang paling berhak dan berwenang untuk melakukan upaya 
penindakan ini adalah pihak yang berwajib dalam hal ini pihak 
kepolisian. Dalam melakukan upaya penindakan ini pihak 
kepolisian harus serius untuk mengambil tindakan apabila terjadi 
kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka 
umum. Upaya yang dilakukan yaitu berupa upaya penindakan 
hukum terhadap para pelaku yang terlibat dengan kejahatan 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan terlebih dahulu 
melihat berat ringannya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. 
Selain itu dilakukan pula pembinaan permasyarakatan kepada para 
pelaku kejahatan yaitu pembinaan permasyarakatan pada pelaku 
kejahatan. 
Melihat pada tahun 2013 kasus kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum di Kabupaten Soppeng 
mengalami penurunan menandakan bahwa aparat penegak hukum 
telah  mengupayakan agar kasus kejahatan kekerasan seperti ini tidak 
berkembang lebih jauh jauh lagi. Namun, melihat kasus pada tahun 
2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 
terdapat 7 (tujuh) kasus dan pada tahun 2014 terdapat 4 (empat) 
kasus ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi agar kasus kejahatan 
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kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di 
Kabupaten Soppeng ini tidak lagi mengalami peningkatan melainkan 
mengalami penurunan jumlah kasus. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan 
yang dilakukan bersama-sama di muka umum di Kabupaten 
Soppeng diantaranya yaitu faktor psikologi dimana penyebab 
melakukan kejahatan karena berasal dari keinginan dalam 
dirinya sendiri, misalnya karena perasaan marah atau dendam. 
Faktor lainnya yaitu faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal 
maupun lingkungan tempatnya bergaul bisa menjadi faktor yang 
memengaruhi pelaku, dan faktor pendidikan, rendahnya tingkat 
pendidikan sering menjadi penyebab kejahatan dilakukan. 
2. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya 
kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum di 
Kabupaten Soppeng, yaitu: 
a. Upaya penanggulangan secara preventif 
Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan 
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patrol, dan operasi kepolisian di tempat-tempat ramai seperti 
di pasar-pasar dan di tempat-tempat hiburan. 
b. Upaya penanggulangan secara represif. 
Upaya penanggulangan secara represif oleh aparat 
kepolisian yaitu berupa upaya penindakan hukum terhadap 
para pelaku yang terlibat dengan kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama dan dilakukan pembinaan 
permasyarakatan kepada para pelaku kejahatan yaitu 
pembinaan permasyarakatan pada pelaku kejahatan. 
B. Saran 
1. Semua pihak baik itu aparat yang berwenang dalam hal ini aparat 
kepolisian, rumah tahanan, dan pemerintahan daerah dapat lebih 
aktif lagi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada 
masyarakat terkait dengan masalah kejahatan baik itu kejahatan 
secara umum maupun kejahatan kekerasan yang dilakukan 
bersama-sama di muka umum. 
2. Pihak kepolisian diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi upaya 
yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan yang 
dilakukan bersama-sama di muka umum agar kejahatan seperti ini 
dapat ditekan lagi perkembangannya sehingga setiap tahunnya 
kasus seperti ini tidak mengalami peningkatan. 
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